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ABSTRACT

At the world level human trafficking is a transnational criminal act and is declared
a violation of human rights. So the trafficking of people is an act contrary to human
dignity and violates human rights. Mail order bride as a new modus operandi and
become part of human trafficking. Making Amnesty International a non-governmental
institution develops and conducts research with a globally connected writing network
and can conduct a wide range of campaign tactics, protests, and various other
transnational activities. In this case it carried out a strategy in an effort to develop new
international legal norms on humanitarian issues related to this case.

This type of research can be classified as a type of normativeresearch, In legal
research the type of law is conceptualized as what is written in thelegislation (Law In
The Books) or the law is conceptualized as a rule of law which is the benchmarks of
behaving or behaving appropriately or inappropriately by utilizing descriptive methods.
This research is normative juridical research on legal systematics. Research into legal
systematics is conducted against a particular legislation or written law. The purpose is
to conduct an identify against the basic or basic understanding of rights and
obligations, legal events, legal relationships,

From the results of research and discussion can be concluded that, Amnesty
International provides a stronger guarantee of enforcing human rights. Amnesty
International operates on the principles of international security, global security,
human rights universality, impartiality, self-reliance, democracy and mutual respect.
The organization also respects the law and applies human rights standards
internationally. With the spread of a non-governmental such as amnesty international in
creating a good cooperation in order to run continuously, then there is a driving factor
—adriver that serves as a reinforcement of cooperation in tackling the problem of bride
orders.

Keywords: Human Trafficking, Bride Orders, Amnesty International, Non-
Governmental Organizations.
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PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Perempuan dianugerah  hak

kodrati, yaitu hak asas manusia oleh
Tuhan, vyang bertujuan untuk
menjaga harkat dan martabatnya
sebagai  manusia®’  Perempuan
sebagai salah satu kelompok yang
rentan pelanggaran hak asas
manusia, sering menjadi  korban
kekerasan.?

Human trafficking atau yang
lebih dikenal dengan perdagangan
manusiaterbagi atas beberapa bentuk
yaitu woman trafficking, sex
trafficking, dan child traficking yang
mana hal ini merupakan bagian dari
human trafficking yang menjadikan
wanita dan anak-anak sebagai
korbannya. Seiring dengan
berjalannya waktu istilah baru
muncul bride trafficking. Bride
trafficking merupakan salah satu
cabang dari  human trafficking
dengan mengatas-namakan
pernikahan dalam Praktiknya. Bride
trafficking adaah saah satu
kejahatan yang terorganisir dengan
wanita dan anak perempuan
(pengantin) diperdagangkan dengan
dengan mengatasnamakan
pernikahan dan dijual dari satu
manusia ke manusia lain dengan
berujung kepada bentuk lain dari
kegjahahatan seperti  pemerkosaan,
perbudakan, dan pelecehan diantara
pengantin yang telah dibeli.?

Sehingga dapat simpulakan
bahwa definis human trafficking
(Perdagangan Orang) Sejak ratifikasi

! Emilda Firdaus dan Sukamariko Andri
kasimi, Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita,,
Alaf Riau, Pekanbaru, 2016,him.85.

2 |bid.him.101.

% Sari Eza Darma “ Peran United Nations
Office On Drugs And Crime (UNDOC) Dadam
Mencegah Bride Trafficking di India”, Skrips,
Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru,
2016,him. 2.

Protokol ~ Traffiking PBB (1)
memiliki suatu kesepakatan secara
universal tentang definiss human
trafficking.  Perserikatan Bangsa
Bangsa mendefinisikan perdagangan
manusia sebagai Perekrutan,
pengangkutan, pemindahan,
penyimpanan atau penerimaan orang,
melalui ancaman atau penggunaan
kekuatan atau bentuk paksaan
lainnya,  penculikan,  penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau
posisi kerentanan atau pemberian
atau penerimaan pembayaran atau
manfaat untuk mencapai persetujuan
manusia yang memiliki kendali atas
manusia lain, untuk  tujuan
eksploitasi. Eksploitas harus
mencakup, setidaknya, eksploitas
pelacuran dan atau bentuk lain dari
eksploitasi seksual, kerja paksa atau
layanan, perbudakan atau praktik
yang mirip dengan perbudakan,
perbudakan  atau pengambilan
organ.*

Sehingga bentuk diskriminasi
ini telah dijelaskan didalm CEDAW
yang mana memberikan  arti
“diskriminasi” secara komprehensif
sebagaimana ditentukan dalam Pasal
1 CEDAW bahwa “dalam konvensi
ini istilah “diskriminasi terhadap
perempuan” berarti setiap
pembedaan, pengucilan atau
pembatasan yang dibuat atas dasar
jenis kelamin yang mempunyal
pengaruh  atau  tujuan  untuk
mengurangi  atau  menghapuskan
pengakuan, penikmatan atau
penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan  pokok  di
bidang politik, ekonomi, sosid,
budaya, sipil atau apapun lainnya
bagi kaum perempuan, terlepas dari

4 AlexisA Aronowitz, Human Trafficking,

Human Missery The Global Trade In Human
Beings, Praeger Publishers, United States of
America, 2009, him.1.
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status perkawinan mereka atas dasar
persamaan  hak laki-laki  dan
perempuan.®

Adanya ketideak seimbangan
gender ini jumlah populas laki-laki
lebih besar dibanding perempuan, 106
laki-laki berbanding 100 perempuan.’®
Ha ini menyebabkan laki-laki di
Tiongkok tidak mudah mendapatkan
pasangan untuk menikah.” Oleh sebab
itu laki-laki yang berasd dari negara
Tiongkok banyak mencari pasangan
kenegara lain, diantaranya Vietnam,
Laos, Myanmar, India, Korea Utara
dan termasuk Indonesia. Pada kasus
ini anak perempuan dari seluruh
Pakistan yang dijud sebagal pengantin
pesanan dan mereka dibawa ke
Tiongkok.

Keinginan  untuk  memiliki
kehidupan yang lebih baik mendasari
terjadinya kasus pengantin pesanan ini
sudi yang dilakukan olen Andi
Yetriyeni mengatakan bahwa pada
kasus pernikahan transnasional antara
perempuan dan pria Tawan mulai
menjadi wabah.? Konsep pengantin
pesanan dalam ha ini sebaga korban
perbudakan paksa.  Sehingga dapat
diyatakan bahwa aspek  dari
pengalaman mempelai wanita dengan
pesanan melalui  pernikahan dapat
ditafsrkan sebaga suatu hd yang
tidak disenggia Namun, perbudakan
paksa yang ditentukan secara yudisd,
pernikahan pengantin pesanan yang
dilakukan melintas batas menjadi
perbudakan tidak sukarda hanya
dalam keadaan. sehingga, berdasarkan
pada kesimpulan bahwa lembaga
perkawinan pengantin pesanan lebih
diandogikan dengan progtitus dan

® Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andri
kasmi, Loc, cit., him.603.

®  https//www.hrw.org/ news/2019/10/31/
chinas- bride-trafficking-problem, diakses, tanggal
5 Februari 2020.

8 Andi Yetriyani , Politik Perdagangan
Perempuan, Galang Press ,Yogyakarta:2004,
him.58.

perbudakan.” Amnesty International
sendiri sebagal sebagal suatu gerakan
masa yang bergerak dibidang hak asas

manusa beroperas  berdasarkan
prinsp-prinsip soladaritas
international, = keamanan  globd,

universalitas hak asas manusa,
impargditas, kemandirian, demokras,
dan sding menghormati. Organisas
ini juga menghormati hukum dan
menerapkan standar hak asas manusia
secara internasiond. Tugasnya sendiri
adalah sebagal suatu lembaga yang
bergerak dan menemukan suatu
permasadahan pelanggaran hak asas
manusia dengan menggunakan suatu
teknik-teknik susunan yang mana
memberikan suatu tekanan pada opini
publik dan pada pemerintah dunia™
Modd Amnesty International
berffungd sebaga modd  bagi
Lembaga Swadaya Masyarakat di
bidang hak asas manusia (hak asas
manusa dan wanita) maupun di
bidang lain. Ini dapat disebut model
tipe idedl, berdasarkan pada koreks
informas pemerintah oleh informas
konter swasta dan otoritatif tentang
ketidakpatuhan standar internasional .

Berdasarkan uraian di atas
maka penulis tertarik  untuk
melakukan suatu penelitian dalam

° Donna R. Lee, Mail Fantasy: Eksploitas
Seksual Globd di Industri Pengantin Mail-Order
dan Solus Hukum yang Diusulkan, 5 Asian L.
139 139, 140 (1998), Jurna Westlaw,Donna R.lee,
diakses,
melalui,https://www.westlaw.com/Document/I cfa
€9270228911dbbab99dfh880c57ae/View/Full Text
html2ransitionType=Default& contextData=(sc.D
efault)& VR=3.0& RS=chit1.0, pada tangga 28
November 2019 dan diterjemahkan oleh Google
Trandate.

0 gnezana Bardarova, Zlako Jakovlev,
Mimoza Serafimova and Cane Koteski, "The Role
Of Amnesty International In Protecting Of Human
Rights”, Jurnal, University Goce Delchev, him.3.

1 Bob Reinalda, “The Amnesty International
Modd And Its Contribution To The
Implementation  Process of  International
Organizations”, Jurnal, University of Nijmegen,
Netherlands, him.11.
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bentuk karya ilmiah skripsi dengan

judul:

Aspek Hukum Internasional
Dalam Advokasi Amenesty
I nternational Terhadap
Permasalahan Mail Order Brides
Dari Negara Tiongkok

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek Hukum
Internasional dalam  advokas
Amnesty Internasional terhadap
permasalahan mail order brides?

2. Bagaimana pengaruh advokasi
amnesty internasional terhadap
permasalahan mail order brides
dari negara tiongkok?

3. Bagaimanakah perlindungan
hukum terhdap para korban dalam
permasalahan mail order brides?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

a Untuk mengetahui  aspek
hukum internationd dalam

advokas amnesty
internasional terhadap
permasalahan mail  order
brides.

b. Untuk mengetahui pengaruh
advokas amnesty
internasional terhadap

permasalahan  mail  order
brides dari negara Tiongkok.
c. Untuk mengetahui
perlindungan hukum
Terhadap para korban daam
permasalahan mail  order
brides.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang
diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Sesua dengan ketentuan yang
berlaku pada setiap perguruan
tinggi yatu syarat dalam
menempuh ujian akhir untuk
memperoleh gelar Sarjana
Hukum.

b. Untuk menambah pengetahuan

penulis, terutama  untuk
mengembangkan ilmu
pengetahuan yang telah penulis
peroleh selama perkuliahan.
Sebagal sumbangan pemikiran
penulis terhadap amamater
daam menambah khasanah
hukum internasicanal yang
berkenaan dengan  dengan
perlindungan perempuan.
Sebagal bahan pertimbangan
bagi penditian selanjutnya,
khususnya dalam pendlitian
yang sama.

Sebagal sumbangan pemikiran
guna menjadi bahan kolektif
perpustakaan Universitas Riau.

E. Kerangka Teori
1. Teori Hak Kodrati

Asal-usul gagasan
mengenai hak asas manusia
bersumber dari teori hak kodrati
(natural rights theory). Teori
kodrati mengena hak ini bermula
dari teori hukum kodrati (natural
law theory), yang terakhir ini
dapat dirunut kembali sampai jauh
ke belakang hingga ke zaman
kuno dengan filsafat Stoika
hingga ke zaman modern melalui
tulisan-tulisan  hukum  kodrati
Santo Thomas Aquinas. Abhli
hukum Belanda Hugo de Groot
yang merupakan seorang ahli
hukum Belanda yang dinobatkan
sebagai “bapak hukum
internasional”, atau yang lebih
dikena dengan nama Latinnya,
Grotius, mengembangkan lebih
lanjut suatu teori hukum kodrati
Aquinas dengan memutus asal-
usulnya yang teistik  dan
membuatnya menjadi  produk
pemikiran sekuler yang rasional.
Dengan  berlandaskan  inilah
kemudian, pada perkembangan
selanjutnya, salah seorang kaum
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terpelgjar pasca-Renaisans, John
Locke, menggukan pemikiran
mengenai teori hak-hak kodrati.
Gagasan Locke mengenai hak-hak
kodrati inilah yang melandas
munculnya revolus hak daam
revolusi yang meletup di Inggris,
Amerika Serikat dan Perancis
pada abad ke-17 danke-18.%
HAM dikembangkan
sebagai bagian yang menyeluruh
dan hukum internasional baik
yang tertulis maupun tidak

tertulis. Bentuknya bisa
berebntuk deklarasi, konvensi,
resolusi, maupun general

comments.  Instrumen-instrumen
tersebut akan  membebankan
kewgjiban para negara-negara
anggota PBB.*

Hak-hak  kodrati  telah
berjasa  dalam  menyiapkan
landasan bagi suatu sistem
hukum yang dianggap superior
ketimbang hukum nasional suatu
negara, Yyatu norma HAM
internasional. Namun demikian,
kemunculan  sebagai  norma
internasional yang berlaku di
setiagp negara membuatnya tidak
sepenuhnya lagi sama dengan
konsep awalnya sebagai hak-hak
kodrati. Substansi hak-hak yang
terkandung di dalamnya juga
telah jauh melampaui substansi
hak-hak yang terkandung dalam
hak-hak kodrati yang
disampaikan oleh John Locke.*

2 Franz Magnis-Suseno, Profesor Filsafat
Indonesia, Hukum Hak Asas Manusa, Pusat
Studi Hak Asad Manusa Universtas Idam
Indonesa (PUSHAM  Ull)  Yogyakarta,
Y ogyakarta, 2008, him.12.

B Muladi, Hak Asas Manusia, Refika
Aditama, Bnadung, 2009, him.6.

*  Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan
Humaniter, PT. RgaGrafindo Persada, Jakarta :
2015, him. 8

Kewgjiban untuk
menghormatinya  tidak  hanya
tergantung dari negara-negara yang
bersangkutan meratifikas atau
tidek meratifikas  instrumen-
instrumen internasional mengenal
hek asasi manusia.™ Definis hak-
hak asas manusa menurut B.
Mayo hak asas manusia adaah
merupakan suatu tuntutan, hd ini
untuk seluruh manusia, yang mana
untuk  bersamasama  bertindak
(atau, barangkdi,tidak bertindak
sebagian aas apa yang dikerjakan
sebuah lembaga untuk memenuhi
suatu tuntutan. Maka adanya suatu
tanggung jawab mora bagi semua
orang yang memiliki  suatu
tanggung jawab untuk melakukan
Suatu pemunuhan tuntutan
tersebut.'®

2. Teori Feminis Hukum/Femnist
Legal Theorist (FLT)

Konsep kehidupan gender ini
dimulai dengan adanya suatu
pengamatan bahwa keberadaan
perempuan dibentuk dari
berbagai pengalaman meliputi,
psikologis, fisk, sosia, dan
budaya beberapa di antaranya
dapat digambarkan sebagai hal-
hal berbasis biologis, sementara
yang lain lebih berakar pada
budaya dan kebiasaan.
Pengalaman aktual atau potensial
dari pemerkosaan, pelecehan
seksual, pornografi, dan
kekerasan seksual lainnya yang
dialami perempuan dapat
membentuk suatu pengalaman
individu  sehingga  memiliki
dampak pada konstruksi

> Max Boli Sabon, Hak Asas Manusia,
Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), Jakarta,
2009, him. 48.

18 Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, Hak
Asas Manusia Dalam Idam, Putaka Firdaus,
Jakarta:1995, him.16.
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perempuan  daam  kehidupan
gender mereka di masyarakat.*’
Terdgpat empat diran yang
dimiliki diran femnisme, vyaitu
femnisme  liberd, femnisme
Radika, feminisme Kultural, dan
Femnisme Post-Modern. Mereka
berpendapat bahwa sistem hukum
dan politik sangat patriakis. Pada
penelitian ini  mengacu pada
feminis radika yang mana konsep
ini adanya suatu definis yang
menganggap perempuan berbeda,
dan tidak akan pernah mendapatkan
suatu kesetaraan. Sdlain itu konsep
ini melihat adanya dominas laki-
laki dan melihat masalah kekuasaan

(Power).*®
Asusms terhadap dasar Teori
Hukum Feminis dapat

dikembangkan dari gagasan awa
Brenda Cossman. Dapat dikatakan
bahwa hukum diinformasikan oleh
laki-laki, bertujuan untuk
memperkokoh hubungan-hubungan
sosd yang pariarkhris (norma,
pengaaman dan kekuasaan laki-
laki). Sehingga mereka abai
terhadap pengdaman perempuan
dan orang miskin, kelompok
marjind, minoritas yang tidak
kelihatan.® Dengan  demikian
Teori Hukum Feminis berada

" Martha L. A. Fineman, Teori dan Hukum
Feminis, 18 Harv. JL. & Pub. Pol'y 349, 359
(1995),durna Westlaw, Martha L. A. Fineman,
diakses melalui https./Amww.
westlaw.com/Document/126d4ceal49c411dbal6éd
88fb847e95e5/View/Full Text.html AransitionType
=Default& contextData=(sc.Default)& VR=3.0& R
S=chlt1.0, Pada Tanggal 29 November 2019 dan
diterjemahkan Google Trandate.

8 Qulistyowati Irianto, Perempuan dan
Hukum:  Menuju Hukum Yang Berspektif
Kesetaraan dan Keadilan, Y ayasan Puataka Obor
Indonesia, Jakarta: 2006, him.43.

9 Qulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode
Penditian Hukum Kongelas Dan Refleks,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009,
him. 254.

pada dua tataran yaitu, tataran
teoritik yang berupa eksploitas
dan kritik terhadap suatu interaksi
antara hukumdan gender. Dalam
artian melihat bagaimana suatu
peraturan  perundang-undangan
diterapkan didalam kasus-kasus
hukum yang melibatkan
perempuan. Sehingga hal ini
dapat diterapkan dan
direkomendasikan untuk suatu
tujuan reformasi hukum.?

. Tanggungjawab Negara

Pertanggungjawaban
Negara dalam hukum
internasional  pada  dasarnya
dilatarbelakangi pemikiran bahwa
tidak ada satupun Negara yang
dapat menikmati  hak-haknya
tanpa menghormati  hak-hak
Negara lain  Seperti  yang
dikemukakan oleh Shaw, yang
bisa menjadi karakteristik adanya
tanggung jawab (negara) ini
bergantung kepada faktor-faktor
dasar berikut:*.

a Adanya suatu kewajiban hukum
internasional yang  berlaku
antaradua Negaratertentu.

b. Adanya suatu perbuatan atau
kddaan yang medanggar
kewgjiban hukum internasional
tersebut  yang  meahirkan
tanggung jawab Negara.

c. Adanya kerusakan atau kerugian
sebagal akibat adanya tindakan
yang melanggar hukum atau
keldaian.

Ada tiga istilah hukum yang
sering digunakan menyebut kata
tanggung jawab menurut Peter
Saim, igtilah-istilah yang dimaksud
adaah Acoountability, Liability,
dan Responghility. Adapun dalam
istilah ketiga, yaitu Responsbility.

2 | bid, him. 255,

2 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara daam
Hukum Internasiona, Rgawai Pers, Jakarta,
1991, him. 173.
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Dalam bahasa Inggris
Responsibility berasd dari kata
“Response” (tindakan  untuk
merespons suatu masalah atau isu)
dan Ability  (kemampuan).
Maknanya, Responsibility
merupakan suatu tindakan sukarela,
karena respon yang dilakukan
sesual den%an Ability  yang
bersangkutan.
F. Kerangka Konseptual

1. Hukum internasional dapat
didefinisikan sebagai keseluruhan
hukum yang mana ntuk sebagaian
besar terdiri dari suatu prinsip-
prinsip dan kaidah-kaidah
perilaku yang terhadapnya negara-
negara merasa dirinya terikat
untuk menaati dan karenanya,
benar-benar ditaati secara umum
dalam hubungan-hubungan
mereka satu samalain.”

2. Advokasi, artinya sistem kaidah
mengenai hak dan kewagjiban
negara dalam ha hubungan
timbal-balik di antara mereka
yang merupakan konsep
kesetaraan kedaulatan negara serta
kesepakatan di antara mereka.
Sumber  hukum internasional
mencakup: (1) Perjanjian atau

persetujuan bilateral dan
multilateral, 2 K ebiasaan
Intrenasional yang sudah

berlangsung lama dan dianggap
mengikat; (3) Prinsip hukum
secara umum didasarkan kepada
keadilan, persamaan dan moralitas
yang diakui negara-negara
beradab dan (4) sumber hukum
lainnya yang  berasa  dari
keputusan pengadilan serta gjaran

2 Sefriani, “Hukum Internasional Suatu
Pengantar : Edis Kedua”, PT Raga Grafindo
Persada, Jakarta: 2016, him.251.

#)G.  Stake,  Pengantar  Hukum
Internasional: Edis Kesepuluh, Sinar Grafika,
Jakarta:1998, him.1.

yang diakui oleh berbagai bangsa
dalam ikhwal kaidah hukum.*

3. Amnesty internasional  adalah
sebuah lembaga Sswadaya
masyarakat/LSM atau NGO yang
berkantor pusat di Inggris yang
bergerak di bidang penegakan
HAM (hak asasi manusia ) dan
demokrasi melalui media massa
maupun mel obi lembaga
internasional  untuk  menekan
pemerintah negara yang dianggap
melanggar HAM dan demokrasi
rakyat di negaranya.

4. Mail Order Brides/Brides Order
adalah salah satu modus kejahatan
yang terorganisir dengan wanita
dan anak perempuan (pengantin)
diperdagangkan dengan dengan
mengatasnamakan pernikahan dan
dijual dari satu orang ke orang
lainnya dengan berujung kepada
bentuk lain dari kejahahatan
seperti pemerkosaan, perbudakan,
dan pelecehan diantara pengantin
yang telah dibeli .%°

G.Metode Pendlitian

1. Jenis Pendlitian
Jenis  penditian  yang
digunakan adalah  penelitian
hukum normatif. Jenis penelitian
hukum normatif adalah suatu
penelitian yang bersifat
kepustakaan.”’ Pada penelitian
hukum jenis hukum dikonsepkan
sebagal apa yang tertulis dalam
peraturan  perundang-undangan

2 Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus
Hubungan Internasional (Terjemahan Wawan
Juwanda) (Bandung: Putra Abardin, 1999), him. 5.

% https//www.kompasiana.com/robert99/
54f7f9aba3331127658b47aal-amnesty-in
ternasiona-mas uk -indonesia, diakses, tanggadl, 28
November 2019.

% Sari Eza Darma, Loc.cit

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii,
Penedlitian Hukum Normatif: SQuatu Tinjauan
Sngkat, PT. Rgja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
him. 23.
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(Law In The Books) atau hukum
dikonsepkan  sebagai suatu
kaidah-kaidah ~ hukum  yang
merupakan patokan-patokan
berperilaku atau bersikap pantas
atau tidak pantas dengan
memanfaatkan metode
deskriptif.®
Penelitian ini  merupakan
penelitian yuridis  normatif
terhadap sistematika  hukum.
Penelitian terhadap sistematika
hukum dilakukan terhadap suatu
peraturan  perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis.
Tujuannya adalah untuk
mengadakan mengidentifikasi
terhadap pengertian pokok atau
dasar hak dan kewgjiban,
perisiwa  hukum,  hubungan
hukum, dan objek  hukum.
Penelitian ini penting
dikarenakan, masing-masing
pengertian pokok atau dasar
tersebut mempunyai arti tertentu
dalam kehidupan hukum.?
2. Sumber Data
Dalam  sebuah  pendlitian
hukum normatif terbagi menjadi 3
yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang
mana bersifat autoratif artinya
mempunyai otoritas.*® Bahan-
bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi  atau
risslah daam  pembuatan
perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.*

ZAmiruddin dan Zaina Askin, Pengantar
Metode Pendlitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
2012, him. 118.

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 25,

% peger Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him. 141

3 1 bid.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Deklarasi Universa Hak
Asasi Manusia
(Declaration of Universal
Human  Right) yang
disetujui oleh PBB
(Genneral  Assembly  Of
United Nation) 1948.

Convention on The
Elemination of
Discrimination of  All
Froms of Discrimination

Againts Woman
(CEDAW) Kovensi
Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan
1979.

Undang-Undang  Nomor
39 Tahun 1999 tentang
Hak Asas  Manusia,
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 16,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang  Nomor
21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang.

Article 2 on Draft Articles
on The Responshility of
Sates For Internationally
Wrongful cts 2001.

Dikutip dari Lembar Fakta
02 tentang: “Ketentuan
Internasional HAM”,
Kampanye Dunia untuk
HAM.

Satute Of Amnesty
Internasional , Amended By
The 2017 International
Council Meeting in Rome,
Italy, 11-15 August 2017,
him.1

Satute Of Amnesty
International, As amended
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by the 2019 Global
Assembly  Meeting  in
Johannesburg, South
Africa, 2-4 August 20109.

9) Satute of Amnesty
International, As amended
by the 27 International
Council, mesting in
Morelos, Mexico, 14 to 20
August 2005.

10) The Universal Declaration
of Human Rights United
Nations General Assembly
in Paris on 10 December
1948 (General Assembly
resolution 217 A) as a
common standard  of
achievements for  all
peoples and all nations. It
sets out, for the first time,
fundamental human rights
to be universally
protected.

b. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan bahan
hukum primer, yaitu hasil-hasi|
penelitian, hasil karya ilmiah
dari kalangan hukum, dan
lainnya.
c. Bahan Hukum Tertier
Yaitu bahan hukum yang
meberikan  petunjuk  dan
penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan skunder,
misalnya kamus.
. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penditian
hukum normatif adalah metode
studi literatur. Studi literatur atau
penelitian kepustakaan (Library
Research) yatu memanfaatkan
perpustakaan sebagai sarana dalam
mengumpulkan  data, dengan
mempelgari  buku-buku maupun
jurna ilmiah sebaga  bahan

HASI

referens  yang
dengan penélitianini.
AnalissData

Data yang diperoleh
diidentifikass untuk  kemudian
dianalisis secara kualitatif yaitu
menganalisis secara utuh tanpa
menggunakan angka-angka tetapi
didasarkan pada teori dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta pendapat para
ahli  yang bekaitan dengan
perdagangan manusia sebagai
sdah satu keahatan transnasional
yang terorganisasi. Dan dapat
ditarik kesmpulan bahwa penulis
menggunakan metode berpikir
deduktif. Metode berpikir deduktif
adalah cara berpikir yang menarik
suatu kesmpulan dari  suatu
pernyataan atau dalil yang bersifat
umum menjadi suatu pernyataan
yang bersifat khusus.
L PENELITIAN

berhubungan

DAN

PEMBAHASAN

A. Aspek
Dalam
I nternasional

I nter national
Amnesty
Terhadap

Hukum
Advokas

Per masalahan Mail Order Brides

1.

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020

Pandangan Hukum
Internasional Terhadap
Permasalahan Mail Order
Brides Dari Negara
Tiongkok

Dadam berbaga kagian
dan pengaturan dari instrumen
hukum nasional dan hukum
internasional, perempuan
dimasukkan kedalam
kelompok yang rentan
(vulnerable) bersama-sama
dengan  kelompok  rentan
lainnya seperti  anak-anak,
kaum minoritas, pengungsi dan
lainnya. Masuknya perempuan
sebagal salah satu kelompok
rentan dalam HAM adaah
karena dimiliki suatu kondisi
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sosia, budaya, ekonomi
ataupun secara fisk yang
menyebabkan perempuan
sebagai kelompok yang lemah
dan tak terlindungi dan
karenanya berada dalam resiko
dan bahaya mengal ami
kekerasan atau pelanggaran
hak oleh kelompok lainnya. *
Abilia Husnah melakukan
penelitian terhadap wanita yang
menjadi  korban  pengantin
pesanan dari pria Tiongkok.
Retaraa perempuan  yang
menjadi  korban  pengantin
pesanan mendapatkan kekerasan
seksud, mereka juga menga ami
pemotongan gqi para
perempuan yang menjadi korban
juga menuturkan selama hidup
menjadi  pengantin  pesanan di
Tiongkok dia sering mengaami
tindakan kekerasan fisik, psikis,
dan seksua. Sdah  satunya
mengaku dipaksa untuk segera
hamil dan memberikan
keturunan ke suaminya.*®
B. Pengaruh  Advokas  Amnesty
I nternasional Terhadap
Permasalahan Mail Order Brides
Dari Negara Tiongkok
Amnesty internasional  dalam
mengkapanyekan penegakan Hak
Asas Manuda, tdah meakukan
suatu advokas dan mengkapanyekan
penegakan hak asas manusia pada
kasus kekerasan terhadap perempuan,
penegakan hukum dan martabat bagi
mereka yang terjebak dalam bencana,
menghapuskan  hukuman  mati,

% Budi Hermawan Bangun, Hak Perempuan
dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat
Hukum, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura, Indonesia, Volume 15. Nomor 1.
Juni 2020, him.75.

% https://news.detik.com/berital d-5079036/
ki sah-miris-penganti n-pesanan-china-aami-
kekerasan-seks -ggji-dipotong, diakses, tangga, 25
Juli 2020.

melawvan siksaan terselubung dalam
keadilan yang represif, Perlindungan
hukum bagi para pengungs dan
migrant, dan pengadaan hukum
internasiond tentang senjata api.
Dengan kebaradasan suatu non-
governmental seperti amnesty
internasiona ddam menciptakan
suatu kerjasama yang baik agar dapat
berjdan berkesnambungan, maka
adanya suatu faktor pendorong -
pendorong yang berfungs sebaga
penguat kerjasama ddam
menanggulangi permasal ahan
pengantin pesanan. Terlebih ini adalah
kerjasama non  transgovernmental
yang merupakan kerjasama yang
dilakukan diluar jaur pemerintahan
suatu negara.  Faktor  pendukung
terciptanya kelancaran kerjasama Non
Trans-governmenta ini.

Adanya instrumen hukum yang
digunakan. Instrumen hukum
membuka yang mana hal ini membuka
suatu peluang bagi NGO — NGO yang
memiliki  kerangka atau landasan
hukum yang daam ha ini adalah
undang — undang yang mengatur pada
perlindungan wanita yang bekerja
maupun yang berdomisli di luar
negeri. Acuan hukum ini dapat
memungkinkan peran para NGO
menggunakan hukum yang berlaku di
tigp negaranya ddam menindak dan
merespon adanya suatu  kgahatan
transnasiona  seperti  perdagangan
wanita, dalam kasus ini masalah kawin
pesanan yang melibatkan Indonesia
sebaga negara asd korban dan
Tiongkok sebagai negara penerima.®*

% |ka Paramita Karuniawati, Penegakan
Hukum Di IndonesiaTerhadap Masalah “mail
order bride” (study atas penyelesaian masalah
kawin pesanan di Nunukan, Kaimantan Timur),
Jurnal, Magister Sains Hukum dan Pembangunan,
Universitas Airlangga Surabaya, Mei - Nopember
2014, him.125.
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C. Pelindungan Hukum Terhadap

Para Korban Dalam
Permasalahan Mail Order Brides
Menurut Hukum Internasional
dan Nasional

Berbagai instrument hukum baik
nasiona dan internasiona terkait
dengan perdagangan manusia dapat
dijadikan suatu acuan daam
memberikan serta menanggulangi
kasus perdagangan Manusia ini.
Terdapat berbagai instrumen
internasional yang berkaitan dengan
masaah perdagangan Manusiaatau
human  trafficking.  Instrumen-

instrumen tersebut adal ah:
1 Universal Declaration  of
Human Rights.

2 International Covenant on Civil
and Palitical Rights.

3 International Covenant on
Economic, Social and Cultural
Rights.

4. Convention on the Rights of the
Child and its relevant Optional
Protocol.

5 Convention Concerning the
Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of
the Worst Forums of Child
Labor (ILO No. 182).

6. Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination
against Women.

7. United Nations Protocol to
Suppress, Prevent and Punish
Trafficking in Persons
especially Women and Children
supplementing the Convention

against Transnational
Organized Crime.
8 SAARC Convention on

Combating  Trafficking in
Women and Children for
Prostitution.*®

® Deypend Tommy Sbuea Loc, cit,

him.235

Diddam Article 4 Universd
Declaration of Human Rights
(UDHR) telah disebutkan bahwa:

“no shall be hedd in davery or
servitude dave trade shall be
prohibited in all their forms”.

Dapat diambil kesmpulan bahwa
Ketentuan dalam Article 4 Deklaras
Universa hak asas

PENUTUP
A. Kesmpulan

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka Penulis menarik
kesmpulan, yaitu:

1. Keberadaan organisas
internasional sebagal salah satu
aktor menjaankannya hukum
international dan sebagal suatu
subyek dari hukum internasional
mengdikan amnesty internasiona
sebaga sdah sau  organisas
internasional  yang menjaankan
peran tersebut. Amnesty
internasiond adalah suatu

organisas sebagai suatu
pembentukan standar
internasional hak asas manusia
(HAM).

2. Perdagangan manusia khususnya
perdagangan perempuan ke Luar
Negeri merupakan suatu tindakan
kriminal terorganisir yang
dilakukan oleh individu-individu
antar negara atau Transnational
Organized Criminal (TOC). Serta
berbagai Pelanggaran-
pelanggaran  terthadap HAM
khususnya HAM  perempuan.
Terjadinya  kasus  pengantin
pesanaan atau mail brides order
sendiri merupakan suatu bentuk
pelanggaran  terhadap HAM
khususnya HAM perempuan ha
ini dilihat dari kampanye yang
dilakukan amnesty internasional
diddam  advokasnya  vyaitu
penghapusan segala  bentuk
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diskriminas  aau  kekerasan
terhadap perempuan.

3. Masuknya perempuan sebagai
salah satu kelompok rentan dalam
HAM addah karena dimiliki
suatu kondis sosd, budaya,
ekonomi ataupun secara fisk
yang menyebabkan perempuan
sebaga kelompok yang lemah
dan tak terlindungi dan karenanya
berada dalam resko dan bahaya
mengalami kekerasan  atau
pelanggaran hak oleh kelompok
lannya.  Sehingga  berbagai
instrumen hukum bak nasiond
dan internasiona terkait dengan
perdagangan manusia  dapat
dijadikan sebaga suatu acuan
ddam memberikan serta
menanggulangi kasus
perdagangan manusiaini .

B. Saran

1. Pada kasus kasus mail order
brides berbagai pihak menjadi
bagian dari penangangan kasus
ini, kasus ini bukan hanya yang
melewati batas negara ataupun
wilayah internasiona dan
melibatkan berbaga pihak ddam
transaks perdagangan
Manusiasecara ilegd. Tetapi
kgahatan yang terjadi ini dapat
memberikan suatu catatan hitam
bagi suau negara diddam
memberikan perlindungan hak
asas manusia. Sehingga perlunya
peran serta para pihak menjadikan
kasus ini sangat urgent atau
penting untuk diberikan suatu
perhatian yang lebih  dan
penanganan yang | ebih.

2. Pelindungan bagi para korban
bride trafficking perempuan
sebaga sdah satu  kelompok
rentan ddam HAM hd ini karena
para perempuan memiliki suatu
kondis sosid, budaya, ekonomi
ataupun secara  fisk  yang

menyebabkan perempuan sebagai
kelompok yang lemah dan tak
terlindungi dan karenanya berada
ddam resko dan bahaya
mengalami kekerasan  atau
pelanggaran hak oleh kelompok
lainnya. Keberadaan hak asas
manusa serta  pengaturannya
begitu penting ha ini dikarena
tanpa adanya hak asas manusia
maka manusia sendiri tidak dapat
mengembangkan bakat-bakat dan
memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Sehinggatidak ada
pelanggaran-pelanggaran  seperti
ini kedepannya.
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